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ABSTRAK 

 

Penerapan klausula non-compeition tidak hanya terdapat dalam perjanjian kerja. 

Pada perkembangannya, klausula ini juga banyak ditemukan pada perjanjian 

pemegang saham atau sering dikenal sebagai shareholders agreement. Klausula 

non-competition ini digunakan oleh pemegang saham untuk melindungi 

kepentingan atas suatu kepemilikan bisnis atau sering disebut juga sebagai 

proprietary interest seperti rahasia dagang, kekayaan intelektual, rencana bisnis, 

serta hubungan dengan pemangku kepentingan utama dan akses ke daftar 

pelanggan / klien. 

Meskipun sering ditemukan dalam praktik, tidak terdapat pengaturan khusus 

mengenai klausula non-competition di dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia khususnya dalam hukum Perikatan dan hukum Perusahaan (Perseroan 

Terbatas). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan 

mengkaji keabsahan perjanjian pemegang saham yang menyematkan klausula non-

competition dan pertanggungjawaban hukum apa yang dapat dimintakan ke 

pelanggar klausula non-competition berdasarkan hukum Perikatan dan Hukum 

Perusahaan. 

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa pelanggar klausula non-

competition hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum Perikatan 

baik pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi maupun perbuatan melawan 

hukum sedangkan pertanggungjawaban secara hukum Perusahaan yakni dengan 

meminta pembubaran perseroan terbatas tidak dapat dimintakan. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, klausula non-competition, pembubaran PT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perjanjian Pemegang Saham atau lebih dikenal dengan 

Shareholders Agreement merupakan perjanjian yang dibuat para pihak yang 

akan mendirikan atau bergabung di kemudian hari kedalam suatu perusahan 

khususnya Perseroan Terbatas (PT) untuk mengatur hak dan kewajiban para 

pendiri yang akan bertindak sebagai pemegang saham dari PT tersebut.1 Hal 

ini terjadi dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebuah PT tidak dapat didirikan 

oleh perorangan melainkan harus didirikan dua orang atau lebih.2 Sejatinya, 

perjanjian ini dibuat seawal mungkin ketika seseorang beserta rekan bisnis 

hendak mendirikan PT atau pada saat seseorang ingin masuk dan 

berinvestasi dalam PT yang sudah didirikan. Dengan telah dibuatnya 

perjanjian semacam ini, para pihak telah memiliki pengaturan secara 

terperinci atas masing-masing tanggung jawab karena isi dari anggaran 

dasar suatu PT pada umumnya tidak mengatur secara terperinci dan tidak 

menutup kemungkinan agar perjanjian pemegang saham dicantumkan 

dalam anggaran dasar suatu PT.  

Perjanjian pemegang saham secara umum mengatur tentang hak dan 

kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan 

saham, dan hal lainnya yang mengatur hubungan para pemegang saham.3 

Bukan hanya itu, Perjanjian Pemegang Saham inilah yang nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan para pemegang saham, apabila terjadi 

kesalahpahaman di antara mereka dan solusi yang harus mereka ambil 

dalam penyelesaian perselisihan di antara mereka.4 Perjanjian pemegang 

 
1 John Cadman, Shareholders’ Agreements, London, Sweet & Maxwell, 2004, hlm. 3. 
2 Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 96 
3 John Cadman, Op.cit., hlm 4 
4 Rudhi Prasetya, Op.cit., hlm 13 
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saham tunduk pada hukum perikatan, dimana hukum perikatan menentukan 

bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya, dan bagi mereka yang membuat perjanjian, 

maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pacta Sun Servanda).5 

Sedangkan anggaran dasar hanya mengatur kesepakatan teknis perseroan 

sebagai sebuah badan hukum untuk melakukan aktivitasnya. Ketentuan ini, 

memiliki arti bahwa perselisihan yang timbul dalam aktivitas sebuah badan 

hukum PT, diselesaikan dengan menggunakan instrumen anggaran dasar.   

Namun, UU PT tidak mengatur secara rinci tentang perjanjian 

pemegang saham. Bahkan di dalam UU PT tidak ada frasa perjanjian 

pemegang saham. Salah satu dasar yuridis yang bisa dijadikan landasan 

tentang perjanjian pemegang saham adalah pasal 4 UU PT yang berbunyi: 

“Perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” 

Untuk dapat menjelaskan lebih dalam tentang perjanjian pemegang 

saham jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4, maka titik singgungnya 

adalah bunyi norma ‘ketentuan perundang-undangan lainnya’. Mengingat 

ketentuan perjanjian pemegang saham berdasarkan perjanjian, maka 

rujukannya adalah pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya 

perjanjian. Sepanjang empat syarat terpenuhi, maka asas kebebasan 

berkontrak berlaku bagi para pemegang para saham perseroan untuk 

menentukan isi perjanjian pemegang saham. Oleh sebab itu, perlu 

ditegaskan: meski dalam UU PT tidak diatur secara rinci tentang perjanjian 

pemegang saham, tetapi bukan berarti perjanjian pemegang saham tidak 

memiliki landasan hukum.  

Sebagian besar pemegang saham bisnis akan memiliki pengetahuan 

terperinci tentang rahasia perusahaan seperti rahasia dagang, kekayaan 

intelektual, rencana bisnis, serta hubungan dengan pemangku kepentingan 

 
5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 12-13 
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utama dan akses ke daftar pelanggan / klien6. Klausula non-competition 

dapat mencegah pemegang saham yang berpengaruh atau mantan pemegang 

saham menarik pelanggan dari perusahaan sebelumnya mereka miliki. 

Pemegang saham yang meninggalkan perusahaan juga dapat memiliki 

informasi rahasia yang dapat digunakan untuk keuntungannya untuk 

melawan mantan perusahaannya.7 Dalam praktik, pengusaha akan 

menerapkan klausula non-competition yang dinyatakan dengan jelas dalam 

perjanjian pemegang saham sehingga dapat menghilangkan potensi 

ketidakpastian dan ambiguitas atas tindakan yang apa yang akan dilakukan 

oleh pemegang saham lainnya di kemudian hari. Memasukan klausula non-

competition dalam perjanjian pemegang saham yang dimana isi klausula 

tersebut melarang atau membatasi pemegang saham untuk terlibat dalam 

persaingan dengan perusahaan selama keterlibatan mereka dengan 

perusahaan dan / atau untuk periode setelah kepemilikan saham mereka 

dengan perusahaan telah berakhir dapat menjadi solusi akan kekhawatiran 

atas serangan yang mungkin ditujukan kepada perusahaan oleh pemegang 

saham sebelumnya.8 

Klausula non-competition sudah banyak diterapkan pada dunia 

bisnis khususnya dalam perjanjian pemegang saham. Klausula ini, 

merupakan klausula yang sejatinya tidak umum digunakan oleh orang 

Indonesia dikarenakan klausula ini sebenarnya dibawa atau dipengaruhi 

oleh pengusaha yang berasal dari negara lain khususnya negara yang 

menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. 

Pada negara yang menganut sistem hukum common law, penegakan hukum 

atas klausulaa ini diserahkan sepenuhnya terhadap keadilan menurut 

 
6 Republik Indonesia, Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal. 10 
7 Owen Hodge, “Non-Compete Clause In A Shareholders’ Agreement” diakses dari 

https://www.owenhodge.com.au/business-support/shareholders-agreement/ pada tanggal 27 

September 2019 pukul 21.00 
8 Andre Munroe, “Shareholder Agreement Essentials: Non-Compete Clauses” diakses dari 

http://www.kellysantini.com/articles/shareholder-agreement-essentials-non-compete-clauses pada 

tanggal 27 September 2019 pukul 21.17 
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pertimbangan hakim dengan melihat beberapa aspek yang tercantum dalam 

klausula tersebut seperti; jangka waktu, wilayah territorial, urgensi 

kepentingan dan berbagai aspek lainnya. Hal semacam ini tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengaruh-pengaruh hukum asing bisa diterapkan di 

Indonesia, terbukti dengan banyaknya pengusaha yang berasal dari negara 

lain lalu mendirikan atau melakukan investasi kepada suatu perusahaan atau 

bidang usaha lainnya di Indonesia dan menerapkan kepada dunia 

perbisnisan Indonesia, di sisi lain dengan melihat perkembangan negara 

Indonesia yang sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan pemajuan 

khususnya di bidang ekonomi/bisnis dengan pihak-pihak asing meyakinkan 

penulis bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari.9 

Berdasarkan sudut pandang hukum perjanjian dapat disimpulkan 

pendirian PT atas dasar pelanggaran klausula non-competition tidak dapat 

didirikan tetapi pada praktiknya terdapat kemungkinan suatu PT didirikan 

atas dasar pelanggaran klausula non-competition yang telah disepakati 

dalam perjanjian pemegang saham sebelumnya. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya aturan hukum dalam UU PT yang mengatur bahwa suatu PT 

tidak dapat didirikan apabila telah melanggar suatu perjanjian terlebih 

dahulu sehingga terjadi perselisihan hukum antara hukum perjanjian dengan 

hukum perusahaan (UU PT) sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana 

pertanggungjawaban baik pemegang saham maupun PT yang didirikan atas 

dasar pelanggaran klausula non-competition dalam perjanjian pemegang 

saham tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti 

sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Perjanjian 

Pemegang Saham yang Memuat Klausula Non-Competition Dikaitkan 

dengan Pembubaran Perseroan Terbatas” 

 

 
9 Angga Yuniar, “ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di 2019” diakses dari 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071163/adb-ramal-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-

persen-di-2019 pada tanggal 28 September 2019 pukul 22.33 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071163/adb-ramal-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-persen-di-2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071163/adb-ramal-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-persen-di-2019
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dalam penulisan ini, yang mana tidak terlepas dari latar belakang 

yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah-masalah 

yang terjadi terkait topik pembahasan, dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan, sebagai berikut: 

A. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemegang saham pelanggar 

klausula Non-Competition berdasarkan hukum perikatan? 

B. Bagaimana pertanggungjawaban hukum PT yang didirikan atas dasar 

pelanggaran klausula Non-Competition berdasarkan UU-PT? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Umum 

Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum 

terutama di bidang hukum perusahaan.  

B. Tujuan Khusus 

a. Agar memahami lebih dalam klausula Non-Competition dalam 

perjanjian pemegang saham dari sudut pandang hukum perikatan 

serta hukum perusahaan. 

b. Untuk menjelaskan lebih dalam kepada pemegang saham dalam 

memahami haknya sebagai pemegang saham. 

c. Untuk memperjelas perlindungan hukum terhadap pemegang 

saham. 

C. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar 

terhadap pembuat undang-undang, dalam penggunaan klausula Non-

Competition dalam hukum perikatan dan hukum perusahaan yang 

terdapat ketidakjelasan hukumnya namun, dalam praktiknya digunakan 

secara bebas. 

D. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penulis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap: 
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a. Peneliti: dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat membuka pola 

pikir penulis dan menambah ilmu pengetahuan yang baru di bidang 

hukum khususnya hukum perjanjian-perikatan dan hukum 

perusahaan. 

b. Kalangan Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan di bidang 

hukum perjanjian dan hukum perusahaan khususnya dalam hal 

perjanjian pemegang saham. 

c. Pemerintah: hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan alat 

penggerak bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dan 

mengambil langkah sikap tegas apakah klausula Non-Competition 

perlu diatur secara khusus atau tidak. 

1.4 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian terhadap klausula Non-

Competition, akan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kadiah-kaidah atau 

norma-norma dalam hukum positif.10 Kaidah yang akan dikaji adalah 

hukum perjanjian-perikatan dengan hukum perusahaan. Dengan 

demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan 

yang dilakukan atau ditujukan hanya pada perturan-peraturan tertulis, 

bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang 

melatarbelakangi hukum yang bersangkutan.11 

b. Sifat Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian 

ini adalah tipe deskriptif analitis. Tipe deskriptif analitis bertujuan 

 
10 Johnya Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2013), hal 295. 
11 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 

12-13. 
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untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, 

dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada peraturan 

perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi secara jelas dan rinci serta analisis dari permasalahan yang 

diangkat khususnya dalam pokok pembahasan penerapan klausula 

Non-Competition terhadap Perseroan Terbatas. 

c. Tipologi Penelitian 

Tipologi penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian 

Hukum Normatif/ Doktrinal yaitu inventarisasi hukum positif dan  

Menemukan Asas dan Doktrin Hukum. Inventarisasi hukum positif 

haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat 

mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum peneliti sampai 

kepada usaha menemukan norma hukum in conreto, atau sampai 

kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula 

kepada usaha menemukan teori-teori tentang law in proces dan law in 

action, maka terlebih dahulu mengetahui apa saja yang terbilang 

hukum positif yang tengah berlaku tersebut. Untuk memperkuat suatu 

penelitian inventarisasi hukum maka menemukan asas dan doktrin 

hukum juga tidak kalah pentingnya dikarenakan inventarisasi hukum 

tidak akan lepas satu sama lainnya dengan menemukan asas atau 

doktrin hukum positif, Penelitian hukum ini merupakan suatu 

penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas 

atau doktrin hukum positif yang berlaku. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian mengenai 

klausula non-competition dalam perjanjian pemegang saham, rumusan 

masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang 

sebelumnya telah dikemukakan sehingga melalui rumusan masalah tersebut 
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dapat dilihat tujuan metode penelitian secara yuridis normatif untuk 

menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya 

BAB II:  PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DARI SUDUT 

PANDANG HUKUM PERIKATAN  

Di dalam bab ini akan menjelaskan lebih dalam pengertian perjanjian 

pemegang saham dalam sudut pandang hukum perikatan, teori yang kan 

digunakan antara lain syarat sahnya perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, 

asas-asas dalam perjanjian dan berakhirnya perjanjian. 

BAB III:  PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DARI SUDUT 

PANDANG HUKUM PERUSAHAAN 

Di dalam bab ini akan menjelaskan lebih dalam pengertian perjanjian 

pemegang saham dalam perspektif hukum perusahaan, dikaitkan dengan 

teori pendirian serta pembubaran suatu PT serta siapakah yang berwenang 

untuk melakukan tindakan tersebut 

BAB IV:  ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 

PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN KLAUSULA NON-

COMPETITION 

Bab ini akan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban hukum apa yang 

dapat ditempuh dan kepada siapa saja pemegang saham pelanggar klausula 

ini harus bertanggung jawab.Selain itu, bab ini, akan menjelaskan mengenai 

status dan akibat hukum dari suatu PT yang didirikan atas dasar pelanggaran 

klausula non-competition yang pernah dibuat sebelumnya dalam perjanjian 

pemegang saham. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN. 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan permasalahan pada bab yang 

sebelumnya, dan akan menyertakan pendapat penulis serta solusi terhadap 

permasalahan mengenai klausa non-competition yang dikaitkan dengan 

perjanjian pemegang saham 
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